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A. Kesimpulan :

1. Pelaksanaan peralihan Hak Milik adat karena jual beli setelah pemekaran
Wilayah Kabupaten Sarmi pada Tahun 2012 tidak sesuai dengan UUPA
serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah. Ada 20 responden ( 10 responden kampung sawar )
dan (10 responden kampung sarmo) yang mendapatkan Hak Milik adat
karena jual beli. Peralihan hak milik adat menggunakan surat pelepasan
hak atas tanah adat yang dibuat oleh dan di hadapan kepala kampong.
Proses pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah adat di Kabupaten
Sarmi dengan surat pelepasan yang dibuat di hadapan kepala kampung
karena belum adanya kepala kampung atau camat yang menjabat sebagai
PPAT Sementara. Dalam proses perbuatan hukum yaitu jual beli tanah
menunjukan bahwa peran kepala kampung dan camat/Kepala Distrik dapat
diartikan sebagai PPAT Sementara yang ditentukan dalan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk desa-desa dalam
wilayah yang terpencil yang belum ada PPAT. Surat pelepasan harus di
tingkatkan menjadi sertipikat sehingga mewujudkan kepastian hukum
kepada pemegang Hak Milik yang diperoleh karena perbuatan hukum jual

beli.
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2. Pelaksanaan peralihan Hak Milik adat karena jual beli di Kabupaten Sarmi
pada Tahun 2012 belum mewujudkan kepastian hukum karena 20
responden tidak meningkatkan surat pelepasan menjadi sertipikat
berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997.

B. Saran —saran :

1. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi perlu meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh kepastian dan
perlindungan hukum atas suatu bidang tanah yang diperoleh dengan jual
beli.
Perlu sosialisasi tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kepada kepala kampung yang
berada disetiap kampung di Kabupaten Sarmi dan pemahaman tentang
pentingnya pendaftaran peralihan hak milik agar dapat mewujudkan
kepastian hukum hak atas tanah yang meliputi obyek hak atas tanah yaitu
mengenai asepek fisik mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang
bersangkutan , kepastian mengenai subyek hak atas tanah mengenai siapa
subyek hukumnya dan kepastian meliputi jenis hak atas tanahnya.

2. Pemegang Hak Milik perlu mengetahui tentang pentingnya akta PPAT
sebagai alat bukti telah dilakukan perbuatan hukum dan syarat untuk
pendaftaran Tanah sehingga diterbitkan Sertipikat sebagai alat bukti yang
kuat sebagai pemegang Hak Milik atas tanah untuk menjamin kepastian

hukum.
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SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT

Yang bertandatangan dy bawah I
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Namal.cn ¢ Esrom Sefa
l\:nmw "y ! M Tahun
Pekerjaan . Swasta
Alamat ¢ Kampung Sawnr
Adalah ving mempunyai Hak atas Tanah Adat yang terletakdi ;
~» NamaTempat © Wao Orin
Wilavah Kampung . Sawar
Wilayah Distnk ] \.mm
Wilayah Kabupaten - Sarmi
Wilayah Provinsi : Papua
Luss Tanah Adat - 6 M X15 M = 90M’ dengan batas — batas sebagai berikut :
Utara  berbatasan . Dengan Jalan Raya
Timur  berbatusan : Dengan Tanah Bapak Semuel
Barat  berbatasan : Dengan Tanah Bapak Semucl
Sclatan berbatasan : Dengan Tanah Bapak Esrom Sefa

l)cngmi:ﬂmyuukmdihadmnm&xepmKmnmSaumdecp-hDi'suikSumibahwa: {34
I. Tansh Adat dimaksud benar benar hak milik kami yang kami perolch dari Adat dan telsh menjadi

2,

milik pribadi kami,
Tauhmhn«scbotpndnmimhnﬁkpﬁkm!hk.\ﬁlikapkpdn:
Nama : Ludin

Umur : 36 Tahun

Pekerjsan : Swasta

Alamat ¢ Kampung Sawar RT 02

Dengan dibuataya Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini, kami tidak akan menuntut
kembali hak kami terscbot, dan apabila kemudian hari temyata mengingkan pemyataan ini, maka
kmﬁb«acdiadirumumidmmﬂuhnn)mbuhku

Demikian Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ini kami buat dengan sebenar — benarya dan
wmmmmmmmmm,:wmammm
Mmmdimgmkmxbmmmmcsﬁn}t

Dibuat di : Sawar
PadaTanggal : 09 Oktaober 2012
Yang Membuat Pernyataan,
Yang Menerima Pelepasan Hak Atas Tanah Adat
MATERAI
6.000
LUDIN ESROM SEFA
Mengesahkan ¢
ONDOAFI KAMPUNG SAWAR KEPALA KAMPUNG SAWAR
ELIMELEK BERS ELORENS SENIS
KEPALA DISTRIK SARM]

CUNDRAT.R.D. KREEUW
NIF 19800312003121007
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamun: Kemeor Nupari Ko Bars Vot ¢l Mappouke it xaroitkod o il

a PEMERINTAH KABUPATEN SARMI

Nomor : 800/135/Bappeda-SMI/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sarmi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Meilani Hubertin Gerda Weyasu

NIM : 070508775

Program Study : limu Hukum

Program Kekhususan - Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pokok PPAT dalam

Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Jual-Beli)
untuk mewujudkan kepastian Hukum di
Kabupaten Sarmi Provinsi Papua,

Lokasi Penelitian - Distrik Sarmi - Kabupaten Sarmi

Waktu 2 14 Hari

Berdasarkan Proposal yang diajukan oleh yang bersangkutan, maka dengan ini
diberikan iin untuk melakukan Penelitian sesuai dengan Judul Skripsi diatas,
dengan ketentuan |

1. Terlebih dahuly melaporkan din kepada Pejabat Pemerintah Setempat untuk
mendapat Petunjuk seperiunya

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaky,

3. Wajib memberikan hasil Penelitiannya kepada Pemerintah Daerah

Qemikan Surat Keterangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

PEMBINA TK |
NIP. 19640406 199403 1 g1



PEMERINTAH KARUPATEN SARMI
DISTRIK SARMI KOTA
Alamat Nantor : Jin Trikons Telp, (0966 ) $1003

SURAT KETERANGAN PENELIT]
Nomor : 070 /900 / XI1/ 2014
Yang bertanda tangan di bawak ini Distrik Sarmi Kabugsaten Sarmi meneringkan
bahwa ¢

Nama : MEILANI HUBERTIN GERDA WEYASU
NIM (070509975
Peogram stodi » Hienw Hukum

Program hehbususan © Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Lokasi Penclitian  : Distak Sarmii Kabupaten Sarmi

Dosen Pembimbing | : SW. Endah Cahyowati SH MS

Dosen Pembimbing 1 : Maris Hutapea SH.M Hum

Judul skeipsi - Pelaksanman Tugas Pokok PPAT dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah (fual-
Bel) untuk mewnjudkan kepastian Hukum di Kabopaten Sarmi Provinsi
Papua,

Fakultas : Hukum Vniversitas Atmajayis Yogyakarta

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dan peagumpalan data dalam rangka menyusun
sknpsi pada Kantor Distrik Sarmi, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Masyarakit Kampung
Sarmo dun Kampung Sawar sehagai responden dard tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal
10 Desember 2014,

Demikian surat keterangan ind Kami biat dengan sebenar — bensmya  untuk dipergunakan
sehagalmana mestinya

Sarmi, 28 November 2014
KEPALA DISTRIK SARMI
: A3




. BADAN PERTANAHAN NASIONAL
o REPUBLIK INDONESIA
; KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SARMI
Alamat : Jalan Sabang No.03 Po Box 118 Telp/ HP. 082198066234 - SARMI

S

Nomor : 200.1-80/115/BPN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MEILANI HUBERTIN GERDA WEYASU

Nomor Mahasiswa : 09775

Program khusus : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Pokok PPAT dalam peralihan hak

milik atas tanah (Jual Beli) untuk mewujudkan
kepastian hukum di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.
Lokasi Riset : Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi Provinsi Papua,
Alamat »Jalan Trans Papua, Kampung sawar, Dsitrik Sarmi,
Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Riset / penelitian di Kantor Pertanahan
Kabupaten sarmi selama 1 (satu) minggu mulai dari tanggal 24 November - 2
Desember 2014 dengan fokus penelitian perihal pelaksanaan PP No.24 tahun 1997
Jo PMNA/ KBPN No.3 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Indonesia khusus
menyangkut kegiatan Jual beli menurut Hukum Adat (melalui Kepala Distrik Bukan
PPAT) dan Jual Beli Menurut Hukum tanah Positif (melalui PPAT),

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benamya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.




BADAN PUSAT STATISTIK
9%/ KABUPATEN SARMI

Nomor 4191 014
Lampiran -
Perihal Surat Keterangan Permintaan Data

Yang bertanda tangan dibawah i, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten Sarmi

dengan im menerangkan bahwa

Nama MEILANI HUBERTIN GERDA WEYASU

Nomor Mahasiswa | 09775

Program Khusus Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Judul Sknipsi - Pelaksanaan Tugas Pokok PPAT dalam Peralihan Hak Milik

Atas Tanah (Jual Beli) untuk Mewwjudkan Kepastian Hukum
i Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

Lokasi Riset Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarmi

Alamat - Jatan Kota Baru Petam, Sarmi

Bahwa vang bersangkutan telah melakukan permintaan data di Kantor BPS Kabupaten Sarmi

pada tanggal 3 Desember 2014 terkait data kondisi geografi dan demografi di wilayah
Kabupaten Sarmi

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan schenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya

Sarmi, 3 November 2014

ASTUTLSST
24200012 2 007



SURAT KETERANGAN WAWANCARA
SK Badan Pertanahan Nasional Republlik Indonesia

No. 92/KEP-17.3/X1/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Notaris PPAT dengan ini menerangkan bahwa :

Nama
Nomor Mahasiswa
Program khusus

Judul Skripsi

Dosen Pembimbing |
Dosen Pembimbing Il :

Alamat

:Jalan Kelapa Satu, Kampung Sawar Distrik Sarmi

: MEILANI HUBERTIN GERDA WEYASU

- 09775

. Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

: Pelaksanaan Tugas Pokok PPAT dalam peralihan hak

milik atas tanah (Jual Beli) untuk mewujudkan

kepastian hukum di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

: SW. Endah Cahyowati, SH.MS

Maria Hutapea, SH.M.Hum

Kabupaten Sarmi,

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Wawancara di Kantor Notaris PPAT

dengan Fokus Wawancara mengenai Pelaksanaan Tugas Pokok PPAT berkaitan
dengan Peralihan Hak Milik (Jual Beli) dengan Akta Jual Beli.

Demikian surat keterangan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BAPANG, SH.Mkn



